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10.

11.

DAFTAR ISI SOP PTSP LOKET PIDANA

Pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan

cepat/ lalu lintas dari Penuntut Umum/ Penyidik. ...l 1
Pendaftaran permohonan praperadilan. ............c..ccccocoeeiiiiiiieiceeeee. 3
Permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali

BN GRABE s s R VS N R RS s 5
Permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan

peninjasan kemball . oucnssmmsarnrm s s SR 7
Permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan
izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani

Ketua Pengadilam. s 9
Permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan
izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua
s o | T T 11
Permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan
ataupelelangan barang Brkl...cosuwaummnmnmmamnims st 13
Permohonan Penahanan yang sudah ditandatangani Ketua

Pengadilan . ... 15
Permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan

pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan................. 17
Permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa

yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.................cccccooooeeiveeeen.. 19
Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan

informasi penyelesaian perkara pidana. ..............ccoceeeveeiieieeeeeeeeeeen, 21



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB

& JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/01/SOP/PTSP.PID /2/2021

Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

Tgl. Revisi 19 Februari 2021
Refisi ke 1 A~

Tgl. Efektif 22 Febjuari 2021
Disahkan Oleh

LALU LINTAS DARI PENUNTUT UMUM/ PENYIDIK

Dasar Hukum:

1.
2.

W

Noo

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku
| Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Pengadilan

SK KMA No. 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di
Lingkungan Badan-Badan Peradilan

SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan;

SK KMA No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1586/DJUISK/IPS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan
dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJUISKIPS.01/12/2018 tentang Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;

Keterkaitan:
1. SOP Kepaniteraan Pidana

Peringatan
1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan
pelayanan prima tidak terwujud
2. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai

maka

Kualifikasi Pelaksana:
1. S1 Semua Jurusan
2. SLTA

Peralatan/Perlengkapan:
1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Buku Agenda Surat Masuk

Pencatatan dan Pendataan:
1.  Berkas Perkara Masuk
2. SIPPICTS
3.  Buku Register Perkara Pidana Biasa, Singkat,
Ringan Dan Cepat/ Lalu Lintas

Estimasi Waktu Pelayanan
1. 30 Menit untuk satu dokumen pelayanan

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan F'::ﬁ’;\“:?::} Waktu Output
(Pidana) Pidana grap
1 | Menerima Pelimpahan - Disposisi surat 2 Diterimanya
berkas perkara oleh C‘u masuk menit | surat oleh
Penuntut Umum/ —" - Berkas Perkara Loket Pidana
Penyidik - Buku Kontrol
Perkara
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengkapan
kelengkapan v A kelengkapan menit persyaratan
persyaratan Pelimpahan l: berkas berkas
berkas perkara
3 | Persyaratan dokumen - Checklist 3 Berkas Jika
Pelimpahan berkas \ kelengkapan menit | dinyatakan persyaratan
perkara dinyatakan Tidak berkas lengkap tidak lengkap,
lengkap/tidak lengkap Lengkap harus
keng dilengkapi




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan gee;sef r:ata:; Waktu Output
(Pidana) Pidana gkap
4 | Membuat tanda terima - Surat Permohonan | 10 menit | Tanda terima
Pelimpahan berkas - Kelengkapan Pelimpahan
perkara dan berkas berkas
menyerahkan kepada perkara
Penuntut Umum/ | |
Penyidik
5 | Meneruskan Berkas - Berkas Perkara 2 menit | Berkas
perkara ke Back Office Pidana Perkara
Kepaniteraan Pidana »] I Lengkap
L diterima
kepaniteraan
pidana
6 | Mendaftarkan perkara - Berkas Perkara Sesuai Kepaniteraan
pidana dalam SIPP dan Pidana SOP Pidana
penomoran perkara, k. - SIPP/CTS Kepani- | menindak
Melengkapi berkas Cb teraan lanjuti berkas
perkara pidana dengan Pidana | perkara
sampul berkas dan pidana yang
seterusnya masuk.




Nomor SOP W4.U7/02/SOP/PTSP.PID/2/2021

1 Maret 2018

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl. Pembuatan

E KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021
& JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tgl. Efektif

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id BSieahikan Giok

SOP PTSP PENDAFTARAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Dasar Hukum: Keterkaitan:
1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Pidana
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik; Peringatan
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 pelayanan prima tidak terwujud
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas

5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; peradilan tidak akan tercapai
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 | Kualifikasi Pelaksana:
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 1.  S1 Semua Jurusan
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. SLTA
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peralatan/Perlengkapan:

10. SK KMA No. 032/KMA/SK/IVI2006 tentang Pemberlakuan Buku 1.  Komputer/Laptop
I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 2. Printer
Pengadilan 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

11. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan 4. Buku Agenda Surat Masuk
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di

Lingkungan Badan-Badan Peradilan Pencatatan dan Pendataan:

12. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 1. Berkas Surat Masuk
Informasi di Pengadilan; 2. SIPPICTS

13. SK KMA No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan 3.  surat Buku Register Praperadilan
Peradilan;

14. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Estimasi Waktu Pelayanan

15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1. 30 Menit untuk satu dokumen pelayanan
1586/DJUISK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan
dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJUISK/PS.01/12/2018  tentang Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP | Kepaniteraan |  Fers¥aratan/ | wayyy | output
(Pidana) Pidana grap
1 Menerima Permohonan - Disposisi surat 2 Diterimanya
Praperadilan oleh ( Y3 masuk menit | surat oleh
Pemohon — - Berkas Perkara Loket Pidana
- Buku Kontrol
Perkara
Praperadilan
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengkapan
kelengkapan |f, kelengkapan menit persyaratan
persyaratan :I A berkas berkas
Permohonan
Praperadilan
3 | Persyaratan dokumen Y - Checklist 3 Berkas Jika
Permohonan \ kelengkapan menit | dinyatakan persyaratan
Praperadilan dinyatakan = berkas lengkap tidak lengkap,
lengkap/tidak lengkap Lengkap harus
T dilengkapi




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan g:ﬂr?:}ars;ar;ri Waktu Output
(Pidana) Pidana AR
4 | Membuat tanda terima - Surat Permohonan | 10 menit | Tanda terima
Permohonan - Kelengkapan Pelimpahan
Praperadilan dan berkas berkas
menyerahkan kepada perkara
Pemohon | |
5 | Meneruskan Berkas - Berkas Perkara 2 menit | Berkas
perkara ke Back Office Praperadilan Perkara
Kepaniteraan Pidana |__] Lengkap
b diterima
— kepaniteraan
pidana
6 | Mendaftarkan - Berkas Perkara Sesuai Kepaniteraan
Permohonan Praperadilan SOP Pidana
Praperadilan dalam SIPP v - SIPPICTS Kepani- | menindak
dan penomoran perkara, ( ) teraan lanjuti berkas
Melengkapi berkas Pidana perkara
perkara pidana dengan pidana yang
sampul berkas dan masuk.
seterusnya




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

‘ KELAS IB
& JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar
4 Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/03/SOP/PTSP.PID/2/2021

Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

Tgl. Revisi 19 Februari 2021

Refisi ke 1 5

Tgl. Efektif 27 Febjfuarj 2021

Disahkan Oleh ENGADILAN NEGERI

NGKINANG KELAS IB

RISKA IANA, S.H., M.H.
NIP.49720311 199603 2 002

SOP PTSP PERMOHONAN PERLAWANAN, BANDING,

KASASI, PENINJAUAN KEMBALI DAN GRASI.

Dasar Hukum:

1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku |
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan

11. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku
IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-
Badan Peradilan

12. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan;

13. SK KMA No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

14. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1586/DJUISK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan
Standar Meja Informasi di Pengadilan;

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJUISK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Di Lingkungan
Peradilan Umum;

Keterkaitan:
1. SOP Kepaniteraan Pidana

Peringatan
1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
pelayanan prima tidak terwujud
2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai

Kualifikasi Pelaksana:
1. 81 Semua Jurusan
2. SLTA

Peralatan/Perlengkapan:
1.  Komputer/Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Buku Agenda Surat Masuk

Pencatatan dan Pendataan:
1.  Berkas Surat Masuk
2. SIPP/CTS
3.  Buku Register Banding, Kasasi, Peninjauan
Kembali Dan Grasi

Estimasi Waktu Pelayanan
1. 50 Menit untuk satu dokumen pelayanan

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan ;:zﬁar:;a:; Waktu Qutput
(Pidana) Pidana gkap
1 | Menerima Permohonan - Disposisi surat 2 Diterimanya
Perlawanan, Banding, ( . masuk menit | surat oleh
Kasasi, Peninjauan — - Berkas Perkara Loket Pidana
Kembali Dan Grasi oleh - Buku Kontrol
Pemohon Upaya Hukum
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengkapan
kelengkapan kelengkapan menit | persyaratan
persyaratan berkas berkas
Permohonan E:'
Perlawanan, Banding, A
Kasasi, Peninjauan
Kembali Dan Grasi
3 | Persyaratan dokumen A - Checklist 3 Berkas Jika
Permohonan \ kelengkapan menit | dinyatakan persyaratan
Perlawanan, Banding, = berkas lengkap tidak lengkap,
: 5k idak
Kasasi, Peninjauan Lengkap harus
Kembali Dan Grasi Keagkhp dilengkapi
dinyatakan lengkap/
tidak lengkap




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan ::;?:%T:;; Waktu Qutput
(Pidana) Pidana

4 | Meneruskan - Permohonan 2 Berkas
permohonan ke Back Perlawanan, menit | Perkara
Office Kepaniteraan Banding, Kasasi, Lengkap
Pidana Peninjauan

->| I Kembali Dan Grasi
- Kelengkapan
berkas

5 | Membuat tanda terima/ - Permohonan 30 Tanda terima/
akta Permohonan Perlawanan, menit | akta
Perlawanan, Banding, 4 Banding, Kasasi, Permohonan
Kasasi, Peninjauan j Peninjauan telah di
Kembali Dan Grasi dan Kembali Dan Grasi ditandatanga
ditandatangani oleh ni oleh
pimpinan/panitera pimpinan/

panitera

6 | Menyerahkan tanda - Berkas Perkara 3 Tanda terima/
terima/ akta Permohonan menit | akta
Permohonan Perlawanan, Permohonan
Perlawanan, Banding, < Banding, Kasasi,
Kasasi, Peninjauan D Peninjauan
Kembali Dan Grasi - SIPP/CTS

kepada pemohon




Nomor SOP W4.U7/04/SOP/PTSP.PID/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021

_,’ JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke

Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tgl. Efektif

il: : ite: pn- ki .go.id
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.i Bicatikan Olh

SOP PTSP PERMOHONAN PENCABUTAN PERLAWANAN, BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN

KEMBALI
Dasar Hukum: Keterkaitan:
1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Pidana
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik; Peringatan
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 pelayanan prima tidak terwujud
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka asas
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; peradilan tidak akan tercapai
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 | Kualifikasi Pelaksana:
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 1. 81 Semua Jurusan
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. SLTA
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peralatan/Perlengkapan:
10. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberiakuan Buku 1. Komputer/Laptop
I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 2. Printer
Pengadilan 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
11. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan 4. Buku Agenda Surat Masuk
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di
Lingkungan Badan-Badan Peradilan Pencatatan dan Pendataan:
12. SK KMA No. 1-144/KMAJI/2011 tentang Pedoman Pelayanan 1.  Berkas Surat Masuk
Informasi di Pengadilan; 2. SIPPI/ICTS
13. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 3.  Buku Register Banding, Kasasi, Peninjauan
Peradilan; Kembali Dan Grasi

14. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor | Estimasi Waktu Pelayanan
1586/DJU/SK/IPS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan 1. 50 Menit untuk satu dokumen pelayanan
Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan
dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan s:r[rse);\a r;:;ara\ :‘ Waktu Output
(Pidana) Pidana gkap
1 | Menerima Permohonan - Dokumen 1 Diterimanya
Izin/ Persetujuan C\, Permohonan menit | penggeledah
penggeledahan oleh — penggeledahan an oleh Loket
Penyidik melalui aplikasi - Aplikasi SIGAPP Pidana
SIGAPP - File persyaratan secara online
pdf
2 | Melakukan Verifikasi - Dokumen 2 Kelengkapan
kelengkapan persyaratan v Permohonan menit | persyaratan
Persetujuan E] penggeledahan berkas
penggeledahan dalam a - Aplikasi SIGAPP secara online
aplikasi SIGAPP - File persyaratan
pdf
3 | Persyaratan dokumen - Soft copy 1 Berkas Jika
Permohonan Izin/ \ persyaratan pdf menit | dinyatakan persyaratan
Persetujuan e lengkap tidak lengkap,
penggeledahan Lengkap secara online | harus
dinyatakan lengkap/ tidak EARRNE dilengkapi
lengkap




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan lf::l“gar:;az:: Waktu Output
(Pidana) Pidana gnap
4 | Mengunduh dokumen - Dokumen 1 Terunduhnya
Permohonan Izin/ Permohonan lzin/ menit | file
Persetujuan Persetujuan persyaratan
penggeledahan dalam penggeledahan Persetujuan
bentuk format pdf. - Aplikasi SIGAPP penggeledah
- File persyaratan pdf an dalam
bentuk pdf
5 - Dokumen 2 Tercetaknya
g;';?g:?,?agz’:g?gs ik Permohpnan 1zin/ menit | file
dliintib:cehakal bak l.jj Persetujuan persyaratan
gai bahan :
I X penggeledahan Persetujuan
proses pembuatan - File persyaratan pdf gﬁr}jgg:iﬁdah
HetEan bentuk pdf
6 | Meneruskan - Dokumen 1 Diterimanya
Permohonan dokumen Permohonan Izin/ menit | dokumen
Permohonan Izin/ Persetujuan permohonan
Persetujuan N I penggeledahan oleh back
penggeledahan ke Back - - File persyaratan pdf office pidana
Office Kepaniteraan
Pidana
7 | Entri dokumen - Disposisi surat 60 Surat Izin/
Permohonan lzin/ masuk menit | Persetujuan
Persetujuan - Dokumen penggeledah
penggeledahan kedalam Permohonan Izin/ an yang telah
aplikasi PTSP, £ Persetujuan ditandatanga
mencetak draf dokumen :l penggeledahan ni oleh
Permohonan Izin/ - Aplikasi PTSP pimpinan
Persetujuan
penggeledahan dan
ditanda tangani
pimpinan
8 | Menerima permohonan - Surat Izin/ 3 Diterimanya
beserta data dukung Persetujuan menit | dokumen asli
berkas asli dari penyidik, penggeledahan surat
| I dan data dukung permohonan
dokumen asli penggeledah
an oleh loket
ptsp
9 | Menyerahkan Surat - Surat Izin/ 2 Diserahkann | Proses
1zin/ Persetujuan Persetujuan menit | ya penetapan penyerahan
penggeledahan yang penggeledahan izin / permohonan
telah ditandatangani 1 yang telah persetujuan izin /
oleh pimpinan kepada (—b ditandatangani penggeledah :
Penyidik oleh pimpinan an kepada persetujuan
penyidik penggeledaha
n pada
penyidik
hanya
membutuhkan

waktu 5 menit
sejak berkas
asli diterima
oleh loket




Nomor SOP W4.U7/05/SOP/PTSP.PID/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

- KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021
%/ JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke 1
/ Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tgl. Efektif 22 F ari 2021

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Disahkan Oleh ENGADILAN NEGERI

KELAS IB

SOP PTSP PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN DAN MENYERAHKAN IZIN/
PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN YANG SUDAH DITANDATANGANI KETUA PENGADILAN.

Dasar Hukum: Keterkaitan:
1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Pidana
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik; Peringatan
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 pelayanan prima tidak terwujud
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; peradilan tidak akan tercapai
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 | Kualifikasi Pelaksana:
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 1. 81 Semua Jurusan
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. SLTA
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peralatan/Perlengkapan:
10. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku 1. Komputer/Laptop
| Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 2. Printer
Pengadilan 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
11. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan 4. Buku Agenda Surat Masuk

Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di

Lingkungan Badan-Badan Peradilan Pencatatan dan Pendataan:
12. SK KMA No. 1-144/KMAJI/2011 tentang Pedoman Pelayanan 1.  Berkas Surat Masuk
Informasi di Pengadilan; 2.  Aplikasi PTSP
13. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 3.  Buku Register Penggeledahan
Peradilan;
14. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Estimasi Waktu Pelayanan
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1. 5 Menit untuk satu dokumen pelayanan

1586/DJU/SKIPS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan
dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJUISK/PS.01/12/2018  tentang Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan 'I;’gl'l?rr‘ar:;ag:l Waktu Qutput
(Pidana) Pidana riengkap
1 | Menerima Permohonan - Dokumen 1 Diterimanya
Izin/ Persetujuan C\, Permohonan menit | penyitaan
Penyitaan oleh Penyidik — Penyitaan surat oleh
melalui aplikasi SIGAPP - Aplikasi SIGAPP Loket Pidana
- File persyaratan secara online
pdf
2 | Melakukan Verifikasi v - Dokumen 2 Kelengkapan
kelengkapan persyaratan Permohonan menit | persyaratan
Persetujuan Penyitaan Penyitaan berkas
dalam aplikasi SIGAPP - Aplikasi SIGAPP secara online
D - File persyaratan
pdf




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan Fl:eerlse::‘ar:;ar;;" Waktu Output
(Pidana) Pidana rengsan

3 | Persyaratan dokumen - Soft copy 1 Berkas Jika
Permohonan lzin/ persyaratan pdf menit | dinyatakan persyaratan
Persetujuan Penyitaan T lengkap tidak lengkap,
dinyatakan lengkap/ Lengkap secara online | harus
tidak lengkap dilengkapi

Lengkdp

4 | Meneruskan dokumen - Dokumen 20 Disposisi
Permohonan Izin/ Permohonan lzin/ menit | Surat Masuk
Persetujuan Persetujuan Permohonan
Penggeledahan ke b Penggeledahan Izin/

Loket Umum untuk di - Aplikasi PTSP Persetujuan
entri kedalam aplikasi Etl - Disposisi surat Penggeledah
PTSP sebagai surat masuk an

masuk (oleh Loket

Umum)

5 | Dokumen Permohonan - Disposisi surat 60
1zin/ Persetujuan A 4 masuk menit
Penggeledahan [:I
didisposisi ke pimpinan
(oleh Loket Umum)

6 | Meneruskan - Disposisi surat 20 Disposisi
Permohonan dokumen masuk menit | Surat Masuk
Permohonan lzin/ - Dokumen Permohonan
Persetujuan Permohonan lzin/ 1zin/

Penggeledahan yang Persetujuan Persetujuan
telah didisposisi 5i I | Penggeledahan Penggeledah
pimpinan ke Back an

Office Kepaniteraan

Pidana

7 | Entri dokumen - Disposisi surat 60 Surat lzin/
Permohonan lzin/ masuk menit | Persetujuan
Persetujuan - Dokumen Penggeledah
Penggeledahan Permohonan lzin/ an yang telah
kedalam aplikasi PTSP, f Persetujuan ditandatanga
mencetak draf dokumen j Penggeledahan ni oleh
Permohonan lzin/ - Aplikasi PTSP pimpinan
Persetujuan
Penggeledahan dan
ditanda tangani
pimpinan

8 | Menyerahkan Surat - Surat Izin/ 10 Surat Izin/

Izin/ Persetujuan Persetujuan menit | Persetujuan
Penggeledahan yang D" Penggeledahan Penggeledah
telah ditandatangani yang telah an diarsipkan
oleh pimpinan kepada ditandatangani

Penyidik oleh pimpinan
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Nomor SOP W4.U7/06/SOP/PTSP.PID/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

& KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021
f JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke 1.7V
y ' Propinsi Riau Teiepoanaximile (0762)2(?043 _ Tgl. Efektif 22 lfé,b‘r#lri 2021
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id Sicatka oieh T G ADILAN NEGET

BANG KELAS IB

SOP PTSP PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENYITAAN DAN MENYERAHKAN IZIN/
PERSETUJUAN PENYITAAN YANG SUDAH DITANDATANGANI KETUA PENGADILAN.

Dasar Hukum: Keterkaitan:
1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Pidana
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik; Peringatan
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 pelayanan prima tidak terwujud
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; peradilan tidak akan tercapai
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 | Kualifikasi Pelaksana:
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 1. S1 Semua Jurusan
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. SLTA
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peralatan/Perlengkapan:
10. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku 1. Komputer/Laptop
I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 2.  Printer
Pengadilan 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
11. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan 4. Buku Agenda Surat Masuk

Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di

Lingkungan Badan-Badan Peradilan Pencatatan dan Pendataan:
12. SK KMA No. 1-144/KMAJI/2011 tentang Pedoman Pelayanan 1.  Berkas Surat Masuk
Informasi di Pengadilan; 2. Aplikasi PTSP
13. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 3. Buku Register Penyitaan
Peradilan;
14. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Estimasi Waktu Pelayanan
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1. 5 Menit untuk satu dokumen pelayanan

1586/DJUISK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan
dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJUISK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan ‘I:erlsyar:tan / Waktu Output
(Pidana) Pidana pal. e
1 | Menerima Permohonan - Disposisi surat 2 Diterimanya
Izin/ Persetujuan ( AW masuk menit | surat oleh
Penyitaan oleh Penyidik — - Register Loket Pidana
Penyitaan
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 5 Kelengkapan
kelengkapan persyaratan kelengkapan menit | persyaratan
Permohonan |zin/ Ej A berkas berkas
Persetujuan Penyitaan
3 | Persyaratan dokumen - Checklist 3 Berkas Jika
Permohonan lzin/ \ kelengkapan menit | dinyatakan persyaratan
Persetujuan Penyitaan berkas lengkap tidak lengkap,
; i Tidak
dinyatakan lengkap/ tidak Lengkap harus
lengkap Lengkhp dilengkapi

11



Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan ll::rlsyar:tan ! Waktu Output
(Pidana) Pidana nenghapan

4 | Meneruskan dokumen - Dokumen 20 Disposisi
Permohonan lzin/ Permohonan Izin/ menit | Surat Masuk
Persetujuan Penyitaan Persetujuan Permohonan
ke Loket Umum untuk di Penyitaan 1zin/
entri kedalam aplikasi - Aplikasi PTSP Persetujuan
PTSP sebagai surat - Disposisi surat Penyitaan
masuk (oleh Loket masuk
Umum)

5 | Dokumen Permohonan - Disposisi surat 60
Izin/ Persetujuan A masuk menit
Penyitaan didisposisi ke I:j
pimpinan (oleh Loket
Umum)

6 | Meneruskan - Disposisi surat 20 Disposisi
Permohonan dokumen masuk menit | Surat Masuk
Permohonan lzin/ - Dokumen Permohonan
Persetujuan Penyitaan Permohonan lIzin/ Izin/
yang telah didisposisi Persetujuan Persetujuan
pimpinan ke Back s I | Penyitaan Penyitaan
Office Kepaniteraan
Pidana

7 | Entri dokumen - Disposisi surat 60 Surat Izin/
Permohonan lzin/ masuk menit | Persetujuan
Persetujuan Penyitaan - Dokumen Penyitaan
kedalam aplikasi PTSP, Permohonan Izin/ yang telah
mencetak draf dokumen v Persetujuan ditandatanga
Permohonan lzin/ I::| Penyitaan ni oleh
Persetujuan Penyitaan - Aplikasi PTSP pimpinan
dan ditanda tangani
pimpinan

8 | Menyerahkan Surat - Surat lzin/ 10 Surat Izin/
Izin/ Persetujuan Persetujuan menit | Persetujuan
Penyitaan yang telah (jﬁ Penyitaan yang Penyitaan
ditandatangani oleh telah diarsipkan

pimpinan kepada
Penyidik

ditandatangani
oleh pimpinan

12




Nomor SOP W4.U7/07/SOP/PTSP.PID/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021

o/ JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke

Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tgl. Efektif

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id Disahikan Oleh

SOP PTSP PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI DAN ATAU
PELELANGAN BARANG BUKTI

Dasar Hukum: Keterkaitan:
1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Pidana
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik; Peringatan
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 pelayanan prima tidak terwujud
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; peradilan tidak akan tercapai
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 | Kualifikasi Pelaksana:
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 1. 81 Semua Jurusan
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. SLTA
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peralatan/Perlengkapan:
10. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku 1. Komputer/Laptop
I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 2. Printer
Pengadilan 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
11. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIII2007 tentang Memberlakukan 4. Buku Agenda Surat Masuk
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di
Lingkungan Badan-Badan Peradilan Pencatatan dan Pendataan:
12. 8K KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 1. Berkas Surat Masuk
Informasi di Pengadilan; 2. SIPP/CTS
13. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 3.  Buku Register Barang Bukti
Peradilan;
14. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja | Estimasi Waktu Pelayanan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. 60 Menit untuk satu dokumen pelayanan
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1586/DJU/SK/IPS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan
dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/ISK/PS.01/12/2018  tentang  Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan 'l:eeﬂrzzar:;ar;; Waktu Output
(Pidana) Pidana gkap
1 | Menerima Permohonan - Disposisi surat | 2 Diterimanya
Izin/Persetujuan ( X4 masuk menit | surat oleh
Pemusnahan Barang — - Berkas Loket Pidana
Bukti Dan Atau Permohonan
Pelelangan Barang Bukti
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengkapan
kelengkapan persyaratan kelengkapan menit | persyaratan
Permohonan E:’ berkas berkas
Izin/Persetujuan
Pemusnahan Barang A
Bukti Dan Atau
Pelelangan Barang Bukti
3 | Persyaratan dokumen Y - Checklist 3 Berkas Jika
Permohonan Izin/ \ kelengkapan menit | dinyatakan persyaratan
Persetujuan Pemusnahan ik berkas lengkap tidak lengkap,
Barang Bukti Dan Atau Lengkap harus
Pelelangan Barang Bukti e dilengkapi
dinyatakan lengkap/ tidak
lengkap




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan FF: er]sya r}?;ar;:‘ Waktu Output
(Pidana) Pidana erenauap
4 | Meneruskan - Permohonan 2 Berkas
Permohonan Permohonan menit | Perkara
Izin/Persetujuan 1zin/Persetujuan Lengkap
Pemusnahan Barang Pemusnahan
Bukti Dan Atau —bl | Barang Bukti Dan
Pelelangan Barang Bukti Atau Pelelangan
ke Back Office Barang Bukti
Kepaniteraan Pidana - Kelengkapan
berkas
5 | Membuat Surat - Permohonan 40 Surat 1zin/
1zin/Persetujuan Izin/Persetujuan menit | Persetujuan
Pemusnahan Barang ¥ Pemusnahan Pemusnahan
Bukti Dan Atau :’ Barang Bukti Dan Barang Bukti
Pelelangan Barang Bukti Atau Pelelangan Dan Atau
dan ditandatangani oleh Barang Bukti Pelelangan
pimpinan Barang Bukti
telah di
ditandatanga
ni oleh
pimpinan
6 | Menyerahkan Surat - Surat lzin/ 3 Surat lzin/
Izin/Persetujuan Persetujuan menit | Persetujuan
Pemusnahan Barang Pemusnahan Pemusnahan
Bukti Dan Atau Barang Bukti Dan Barang Bukti
Pelelangan Barang Bukti ( o Atau Pelelangan Dan Atau
kepada pemohon Barang Bukti Pelelangan
Barang Bukti
diarsipkan
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Nomor SOP W4.U7/08/SOP/PTSP.PID/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

) KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februgri 2021
& JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke L
y Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tal. Efektf 22 i 2021
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id = ?/’éSﬂu

Disahkan Oleh

Dasar Hukum: Keterkaitan:
1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1.  SOP Kepaniteraan Pidana
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik; Peringatan
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 pelayanan prima tidak terwujud
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka asas
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; peradilan tidak akan tercapai
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 | Kualifikasi Pelaksana:
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 1. 81 Semua Jurusan
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. SLTA
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peralatan/Perlengkapan:
10. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku 1. Komputer/Laptop
| Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 2. Printer
Pengadilan 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
11. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIII2007 tentang Memberlakukan 4. Buku Agenda Surat Masuk
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di
Lingkungan Badan-Badan Peradilan Pencatatan dan Pendataan:
12. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 1.  Berkas Surat Masuk
Informasi di Pengadilan; 2. SIPP/CTS
13. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 3.  Buku Register Penahanan
Peradilan;
14. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja | Estimasi Waktu Pelayanan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. 60 Menit untuk satu dokumen pelayanan

15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1586/DJUISK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan
dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/SKIPS.01/12/2018 tentang Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan ;:::;ﬁg:;‘::; Waktu Qutput
(Pidana) Pidana
1 | Menerima Permohonan - Disposisi surat 2 Diterimanya
Penahanan dari Penuntut @. masuk menit | surat oleh
Umum/ penyididk — - Berkas Loket Pidana
Permohonan
Penahanan
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengkapan
kelengkapan persyaratan A kelengkapan menit | persyaratan
Permohonan Penahanan I::l berkas berkas
3 | Persyaratan dokumen - Checklist 3 Berkas Jika
Permohonan Penahanan vy kelengkapan menit | dinyatakan persyaratan
dinyatakan lengkap/ tidak berkas lengkap tidak lengkap,
lengkap harus
dilengkapi
Lengkpp Tidak
Lengkap
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan FI?::I?;Iar:;a:; Waktu Output
(Pidana) Pidana ghap
4 | Meneruskan - Permohonan 2 Berkas
Permohonan Penahanan menit Perkara
Penahanan ke Back - Kelengkapan Lengkap
Office Kepaniteraan berkas
Pidana —’| |
5 | Membuat Surat - Permohonan 40 Surat
Penahanan dan v Penahanan menit | Penahanan
ditandatangani oleh l::' telah di
pimpinan ditandatanga
ni oleh
pimpinan
6 | Menyerahkan Surat - Surat Penahanan 3 Surat
Penahanan kepada telah di menit | Penahanan
pemohon ditandatangani telah di

oleh pimpinan

ditandatanga
ni oleh
pimpinan
diarsipkan
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PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

! KELAS IB
| JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043

Nomor SOP W4.U7/09/SOP/PTSP.PID/2/2021

Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

Tgl. Revisi 19 Februari 2021

Refisi ke

™
Tgl. Efektif 22 Februan 2021

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Disahkan Oleh | KETUAHRENGADILAN NEGERI
B KELAS IB

RI IDIANA, S.H., M.H.
NIP. 1972034199603 2 002

SOP PTSP PERMOHONAN PEMBANTARAN DAN MENYERAHKAN PERSETUJUAN PEMBANTARAN

YANG SUDAH DITANDATANGANI KETUA PENGADILAN.

1.
2.

R

N,

10.

1.

12.
13.
14.
15.

16.

Dasar Hukum:

UU No. 8 Tahun 1881 tentang Hukum Acara Pidana

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku
| Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Pengadilan

SK KMA No. 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di
Lingkungan Badan-Badan Peradilan

SK KMA No. 1-144/KMAJI/2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan;

SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan
dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJUISK/PS.01/12/2018  tentang Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;

Keterkaitan:
1. SOP Kepaniteraan Pidana

Peringatan
1. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka
pelayanan prima tidak terwujud
2. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai

Kualifikasi Pelaksana:
1. 81 Semua Jurusan

2. SLTA

Peralatan/Perlengkapan:
1.  Komputer/Laptop
2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Buku Agenda Surat Masuk

Pencatatan dan Pendataan:
1. Berkas Surat Masuk
2. SIPPICTS
3.  Buku Register Penahanan

Estimasi Waktu Pelayanan
1. 60 Menit untuk satu dokumen pelayanan

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan Ff;iﬁfr:r::}% Waktu Output
(Pidana) Pidana
1 | Menerima Permohonan - Disposisi surat 2 Diterimanya
Pembantaran C\‘ masuk menit | suratoleh
— - Berkas Loket Pidana
Permohonan
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengkapan
kelengkapan persyaratan kelengkapan menit | persyaratan
Permohonan [:I berkas berkas
Pembantaran
A
3 | Persyaratan dokumen - Checklist 3 Berkas Jika
Permohonan \ kelengkapan menit | dinyatakan persyaratan
Pembantaran dinyatakan Tk berkas lengkap tidak lengkap,
lengkap/ tidak lengkap Len Lengkap harus
dilengkapi
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan ; e:isyarl':ltan 4 Waktu OQutput
(Pidana) Pidana Srengsapan
4 | Meneruskan - Permohonan 2 Berkas
Permohonan Pembantaran menit | Perkara
Pembantaran ke Back - Kelengkapan Lengkap
Office Kepaniteraan berkas
Pidana —Pl |
5 | Membuat Surat - Permohonan 40 Surat
Persetujuan Pembantaran menit | Persetujuan
Pembantaran dan A 4 Pembantaran
ditandatangani oleh [:' telah di
majelis hakim ditandatanga
ni oleh
majelis hakim
6 | Menyerahkan Surat - Surat Persetujuan 3 Surat

Persetujuan
Pembantaran kepada
pemohon

Pembantaran

menit

Persetujuan
Pembantaran
diarsipkan
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Nomor SOP W4.U7/10/SOP/PTSP.PID/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

KELAS IB Tagl. Revisi 19F ari 2021
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke 1 / I
7 Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 ['yg) Efektif 22/F<;pq ’13}3‘_3021
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id Disahkan Oleh | K NG ADILAN NEGER]
B G KELAS IB

NIR. 19720344(799603 2 002

SOP PTSP PERMOHONAN DAN MENYERAHKAN IZIN BEROBAT BAGI TERDAKWA YANG TELAH
DITANDATANGANI KETUA PENGADILAN.

Dasar Hukum; Keterkaitan:
1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Pidana
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik; Peringatan
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 pelayanan prima tidak terwujud
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; peradilan tidak akan tercapai
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 | Kualifikasi Pelaksana:
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 1. 81 Semua Jurusan
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. SLTA
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peralatan/Perlengkapan:
10. SK KMA No. 032/KMA/SK/IVI2006 tentang Pemberlakuan Buku 1. Komputer/Laptop
I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 2. Printer
Pengadilan 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
11. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIIN/2007 tentang Memberlakukan 4. Buku Agenda Surat Masuk
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di
Lingkungan Badan-Badan Peradilan Pencatatan dan Pendataan:
12. SK KMA No. 1-144/KMAJ/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 1. Berkas Surat Masuk
Informasi di Pengadilan; 2. SIPP/ICTS
13. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 3. Buku Register Penahanan
Peradilan;
14. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja | Estimasi Waktu Pelayanan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. 60 Menit untuk satu dokumen pelayanan
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan
dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018  tentang Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan g:rﬁ?r:;ag;: Waktu Output
(Pidana) Pidana gKkap
1 | Menerima Permohonan - Disposisi surat 2 Diterimanya
I1zin Berobat ( Ve masuk menit | surat oleh
— - Berkas Loket Pidana
Permohonan
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengkapan
kelengkapan persyaratan kelengkapan menit persyaratan
Permohonan Izin Berobat E:I berkas berkas
IS
3 | Persyaratan dokumen - Checklist 3 Berkas Jika
Permohonan Izin Berobat \ kelengkapan menit | dinyatakan persyaratan
dinyatakan lengkap/ tidak Tidak berkas lengkap tidak lengkap,
lengkap Lengkap harus
Larsikhp dilengkapi
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan : erisyar: fan/ Waktu Qutput
(Pidana) Pidana enengrapan

4 | Meneruskan - Permohonan Izin 2 Berkas
Permochonan lzin Berobat menit | Perkara
Berobat ke Back Office - Kelengkapan Lengkap
Kepaniteraan Pidana berkas

,, =]

5 | Membuat Surat - Permohonan Izin 40 Surat
Persetujuan |zin Berobat Berobat menit | Persetujuan
dan ditandatangani oleh 3 Izin Berobat
majelis hakim |: telah di

ditandatanga
ni oleh
majelis hakim

6 | Menyerahkan Surat - Surat Persetujuan | 3 Surat

Persetujuan |zin Berobat
kepada pemohon

Pembantaran

menit

Persetujuan
Izin Berobat
diarsipkan
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PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB

J JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.,U7/11/SOP/PTSP.PID/2/2021

Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

Tgl. Revisi 19 Februari 2021

Refisi ke

Tgl. Efektif

Disahkan Oleh

SOP PTSP LAYANAN-LAYANAN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PROSES DAN
INFORMASI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Dasar Hukum:

Keterkaitan:

1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. SOP Kepaniteraan Pidana
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan
4. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.0O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:
8. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. S1 Semua Jurusan
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang 2. SLTA
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | | Peralatan/Perlengkapan:
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 1. Komputer/Laptop
11. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIIIF2007 tentang Memberlakukan Buku 2. Printer

IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-
Badan Peradilan

12. SK KMA No. 1-144/KMA/II2011
Informasi di Pengadilan;

13. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

14. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1586/DJUISK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan
Standar Meja Informasi di Pengadilan;

16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJUISK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Di Lingkungan
Peradilan Umum;

tentang Pedoman Pelayanan

3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Buku Agenda Surat Masuk

Pencatatan dan Pendataan:
1. Berkas Surat Masuk
2. SIPP/CTS
3.  Buku Register Penahanan

Estimasi Waktu Pelayanan
1. 60 Menit untuk satu dokumen pelayanan

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan Fl::rlsyaritan | Waktu Output
(Pidana) Pidana riengkapan
1 Menerima Permohonan - Disposisi surat 2 Diterimanya
Layanan-Layanan Lain ( e masuk menit | surat oleh
yang Berhubungan — - Berkas Loket Pidana
dengan Proses dan Permohonan
Informasi Penyelesaian
Perkara Pidana
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 10 Kelengkapan
kelengkapan persyaratan v kelengkapan menit | persyaratan
Permohonan Layanan- E] i berkas berkas
Layanan Lain yang
Berhubungan dengan
Proses dan Informasi
Penyelesaian Perkara
Pidana
3 | Persyaratan dokumen Y - Checklist 3 Berkas Jika
Permohonan Layanan- \ kelengkapan menit | dinyatakan persyaratan
Layanan Lain dinyatakan Tidak berkas lengkap tidak lengkap,
lengkap!/ tidak lengkap Lengkap harus
Lengk dilengkapi
~
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan Il;’erlseyar:;an / Waktu Qutput
(Pidana) Pidana SrpngtoRan
4 | Meneruskan - Permohonan 2 Berkas
Permohonan Layanan- Layanan-Layanan menit Perkara
Layanan Lain yang Lain yang Lengkap
Berhubungan dengan Berhubungan
Proses dan Informasi —>] I dengan Proses
Penyelesaian Perkara dan Informasi
Pidana ke Back Office Penyelesaian
Kepaniteraan Pidana Perkara Pidana
- Kelengkapan
berkas
5 | Membuat Surat - Permohonan 40 Surat
Persetujuan Layanan-Layanan | menit | Layanan-
Permohonan Layanan- A Lain yang Layanan Lain
Layanan Lain yang |: Berhubungan telah di
Berhubungan dengan dengan Proses ditandatanga
Proses dan Informasi dan Informasi ni oleh
Penyelesaian Perkara Penyelesaian pimpinan
Pidana dan Perkara Pidana
ditandatangani oleh
pimpinan
6 | Menyerahkan Surat - Surat Layanan- 3 Surat
Persetujuan Layanan Lain yang | menit | Layanan-
Permohonan Layanan- Berhubungan Layanan Lain
Layanan Lain yang dengan Proses yang
Berhubungan dengan dan Informasi Berhubungan
Proses dan Informasi ( J4 Penyelesaian dengan
Penyelesaian Perkara Perkara Pidana Proses dan
Pidana kepada Informasi
pemohon Penyelesaian
Perkara
Pidana
diarsipkan
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